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ABSTRAK : Bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan salah satu

bagian penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi; bahwa dalam

rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tebo, perlu dilakukan perluasan wajib lapor Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara guna meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas Penyelenggara Negara; bahwa untuk mendukung tercapainya

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan pada

Pemerintah Kabupaten Tebo untuk melaporkan harta kekayaannya; bahwa

berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;



Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan

Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Komisi

Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,

Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi

Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,

Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pihak-pihak tertentu di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tebo, tata cara dan jangka waktu penyampaian LHKPN,

pembentukan dan tugas Tim Pengelola LHKPN, serta pengenaan sanksi bagi

pihak yang tidak melaporkan atau tidak memenuhi kewajibannya.



CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2025.

Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Tebo Nomor 6 Tahun 2019

tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara

(LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Tebo Nomor 6 Tahun 2019

tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
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